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PIMPIN GROUNDBREAKING TAMAN BRILLIAN PARK, WALIKOTA 
SEMARANG BERHARAP JADI IKON BARU RUMAH HIJAU TERBUKA 

KOTA SEMARANG 

= 
Sumber Gambar: 

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/05/17/IMG-20240517-
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Isi Berita:   

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti 

Rahayu memimpin kegiatan groundbreaking peningkatan fasilitas publik Taman Brillian 

Park di Simpang Eka Karya Jalan Pandanaran Semarang, Jumat (17/5). 

Taman Brillian Park tersebut merupakan bagian Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp 1,4 miliar. 

"Pemerintah Kota Semarang menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya 

kepada BRI yang telah memberikan CSR berupa taman. Ini tentunya akan memperindah 

Kota Semarang," ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya usai ground breaking Taman Brillian 

Park. 

Pembangunan Taman Brilliant Park ini, lanjut Mbak Ita, menjadi bukti nyata sinergi dan 

komitmen Pemkot Semarang dan BRI dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau atau 

RTH bagi masyarakat. 

"Dengan luas lahan kurang lebih 450 meter persegi, taman Brilliant Park mengusung 

konsep taman pasif. Tujuannya, untuk menambah RTH dan menciptakan Semarang yang 

lebih teduh dan asri," ucapnya. 

Dengan lokasi taman yang berada di tengah kota, Mbak Ita berharap taman Brilliant Park 

menjadi ikon baru RTH di Kota Semarang, dan dapat menginspirasi pihak lain untuk turut 

berkontribusi dalam meningkatkan RTH di Ibu Kota Jawa Tengah. 
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"Saya mengajak semua untuk bersama-sama menjaga dan merawat Taman Brillian Park 

ini," bebernya. 

Senada, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Yudi 

Wibowo mengatakan, taman Briliant Park ini memiliki luas 450 meter persegi dan 

pembangunan akan didanai oleh BRI lewat program CSR. 

"Sesuai pesan Bu Wali, untuk intens melakukan perawatan taman, kami juga akan 

berusaha komunikasi dengan dewan untuk menambah anggaran perawatan taman. Karena 

perawatan taman memang mahal," ujar Yudi. 

Selain Taman Brilliant Park, Pemkot Semarang berupaya untuk menjaring pihak swasta 

dan perusahaan untuk memberikan program CSR. 

Sementara itu, Pemimpin Cabang BRI Semarang Pandanaran, Nurning Widayati 

mengatakan, pembangunan taman Brilliant Park ini salah satu bentuk support mendukung 

adanya ruang terbuka hijau di Kota Semarang. 

"Tidak hanya agar enak dipandang, taman Brilliant Park juga bisa berfungsi sebagai 

pedestrian, bahkan ruang kreatif bagi masyarakat. Harapannya bisa mensupport taman-

taman lain, seperti di Pattimura dan empat lokasi lain yang bisa kita wujudkan taman-

taman baru bagi masyarakat kota Semarang," kata dia. (Isk) 

 

Sumber Berita: 

1. https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/724662308/pimpin-groundbreaking-

taman-brillian-park-mbak-ita-berharap-jadi-ikon-baru-rth-kota-semarang, “Pimpin 

Groundbreaking Taman Brillian Park, Mbak Ita Berharap Jadi Ikon Baru RTH Kota 

Semarang”, tanggal 17 Mei 2024. 

2. https://www.vidio.com/watch/8192925-ciptakan-ruang-terbuka-hijau-wali-kota-

semarang-pimpin-ground-breaking-brillian-park, “Ciptakan Ruang Terbuka Hijau, 

Wali Kota Semarang Pimpin Ground Breaking Brillian Park”, tanggal 18 Mei 2024. 

3. https://semarangkota.go.id/p/5981/pimpin_groundbreaking_taman_brillian_park,_mb

ak_ita_berharap_jadi_ikon_baru, “Pimpin Groundbreaking Taman Brillian Park, 

Mbak Ita Berharap Jadi Ikon Baru RTH Kota Semarang”, tanggal 18 Mei 2024. 

4. https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0412692976/tambah-ruang-terbuka-

hijau-mbak-ita-pimpin-groundbreaking-taman-brilliant-park, “Tambah Ruang 

Terbuka Hijau, Mbak Ita Pimpin Groundbreaking Taman Brilliant Park”, tanggal 17 

Mei 2024. 
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Catatan : 

 Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas 

hingga pemangku kepentingan.  CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya 

dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan 

mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka 

timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.1 

 CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah 

program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang 

menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat 

termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.2 

 Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program 

pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan 

hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti 

pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. 3  

  Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 

Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak 

spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib 

tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kepatutan dan kewajaran. 

 

Catatan Akhir : 
1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. 
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). 

2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) 
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap 
terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 

                                                             
1 https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-

contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingg
a%20pemangku%20kepentingan. 

2 Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari 
:https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-
dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12 

3 Ibid 
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tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang 
air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015). 

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak 
memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus 
dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa 
kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan 
Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”). 

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana 
Prasarana Lingkungan). 

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar 
sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


